PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. Nur Atmadibrata No. 05, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62455, Fax (0741) 62455

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

NOMOR: \,.,A /DPM-PTSP-1.1/1V/2018
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan
akuntabilitas kinerja, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jambi perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan
Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi; .

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5
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17. Peraturan Meateri Dalam Negerl Nomor 86 talun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta
tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah
daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsl Jambl (lembaran Daerah Pemerintah
Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 -~ 2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);

20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan

diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Jambi
Padatanggal  April 2018 »

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

3. Inspektur Inspektorat Provinsi Jambi

4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
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Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Provinsl Jambi
Nomor Tahun 2018
Tanggal April 2018

INDIKATOR KINERJIA UTAMA (IKU)

Unit Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perlzinan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jambi
Tugas Membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah bidang
penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan (pasal 3 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2008 perubahan
atas peraaturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016)
Fungsi . perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
. pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;
d. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara perlodik; dan
. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas
dan fungsinya.
. Alokasi/
No Sasaran indikator Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan Sumber
Kinerja Utama
Data

1. 3 4 7

1. | Meningkatnya | Indeks Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Laporan
Kualitas Kepuasan pedoman survey kepuasan masyarakat hasil
pelayanan masyarakat terhadap penyenggaraan pelayanan publik. pendataan
penanaman (IKM) atas dan Survey
modal dalam pelayanan Total dari Nilal Persepsi Per Unsur IKM.
rangka penanaman SKM= Total Unsueyang Ter X Nilai Penimbang
peningkatan modal.
daya saing.

2. | Meningkatnya | Pertumbuhan Perbandingan realisasi investasi antara tahun Laporan
realisasi realisasi berjalan dengan tahu yang lalu. Kegiatan
investasi. investasi. Penanama

| Pertumbuhan Investasi = S bl xioo | " Modal.
Realisas| Tahun Laly

Jambi,

April 2018
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